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DAFTAR PUSTAKA 

Undang-Undang & Peraturan Pemerintah 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1); 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Akibat Pertambangan Emas Rakyat; 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Lingkungan Hidup; 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara; 
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; 

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaiman diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ketapang Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat. 
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